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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala
limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul
“Dasar-dasar Pendidikan Kewarganegaraan: ini dapat disusun dan
diselesaikan dengan baik. Buku ini dirancang sebagai referensi
akademik yang komprehensif untuk membantu mahasiswa, dosen, dan
masyarakat umum dalam memahami konsep-konsep fundamental
mengenai kewarganegaraan, konstitusi, hak asasi manusia, serta
dinamika ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan Indonesia.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam
membentuk karakter warga negara yang demokratis, berkeadaban, dan
bertanggung jawab. Melalui pendekatan filosofis, yuridis, historis, dan
sosiologis, buku ini menyajikan pokok-pokok pikiran penting yang
tidak hanya menjelaskan dasar-dasar keilmuan, tetapi juga relevansi
aplikatifnya dalam kehidupan nyata.

Akhir kata, semoga kehadiran buku ini dapat memberikan
kontribusi nyata dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan dan menjadi
sumber belajar yang bermakna dalam pengembangan karakter warga
negara Indonesia yang cerdas dan berintegritas

Yogyakarta, Juli 2025

Penulis
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Dasar-dasar Pendidikan Kewarganegaraan

BAB 1

HAKIKAT DAN URGENSI
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

Oleh: Dwiatmodjo Budi Setyarto, S.Sos., M.P.A.,
QPOA, CAP, CHRME

A. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pendidikan
Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu upaya
sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam membentuk
individu menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, serta
memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan
negara (Cicilia et al2022:147-148). Pendidikan
Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menanamkan
nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Pendidikan
Kewarganegaraan tidak hanya menjadi sarana transfer
pengetahuan, tetapi juga wahana pembentukan karakter dan
identitas kebangsaan.

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan sangat luas
dan mencakup berbagai dimensi pembelajaran, baik kognitif,
afektif, maupun psikomotorik. Dalam aspek kognitif,
Pendidikan Kewarganegaraan membekali peserta didik dengan
pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, sistem
pemerintahan, hukum, serta nilai-nilai demokrasi. Sementara
dalam aspek afektif, Pendidikan Kewarganegaraan
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BAB 2
FILSAFAT PANCASILA

Oleh: Herli Antoni, S.H., M.H

A.Pendahuluan

Filsafat Pancasila merupakan konsep pemikiran filosofis yang
berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan
panduan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Filsafat
Pancasila menggabungkan aspek-aspek filosofis dengan nilai-
nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui
secara universal Filsafat berasal dari kata Philosophy yang
secara epistimologis berasal dari philos atau philein yang
artinya cinta dan shopia yang berarti hikmat atau
kebijaksanaan.

Secara epistimologis bermakna cinta kepada hikmat atau
kebijaksanaan (Sutrisno, 2006). Pancasila juga merupakan
sebuah filsafat karena pancasila merupakan acuan intelektual
kognitif bagi cara berpikir bangsa, yang dalam usaha-usaha
keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang
kredibel. Menurut Abdulgani (dalam Ruyadi, 2003), Pancasila
merupakan filsafat negara yang lahir sebagai collective
ideologie (cita-cita bersama) dari seluruh bangsa Indonesia.
Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam, yang
kemudian dituangkan dalam suatu “sistem” yang tepat.

Sedangkan Notonagoro (dalam Ruyadi, 2003)
menyatakan  bahwa  Filsafat Pancasila = memberikan
pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari
Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, memiliki
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BAB 3
IDENTITAS NASIONAL

Oleh: Muhammad Rif’at Al-Razi, S.I.Kom., M.I.Kom.

A. Pengertian Identitas Nasional

Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity dengan
memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jatidiri
yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang
membedakannya dengan yang lain (ICCE, 2003:23). Adapun
kata nasional merupakan identitas yang melekat pada
kelompok- kelompok yang lebih besar yang diikat oleh
kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa
maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan.
Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut
dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang
pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (collective
action) yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau
pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional
(ICCE, 2003:24).

Menurut Kaelan (2007), identitas nasional pada
hakikatnya adalah manisfestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh
dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (nation)
dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu
bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nilai-
nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat
dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional,
bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan
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BAB 4
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA

Oleh: Diena Widyastuti, S. TP, M.Si

A.Pendahuluan

Dalam manjalani kehdupan berbangsa dan bernegara
diperlukan sebuah pemahaman mengenai hak dan kewajiban
warga negara, pemahaman akan hak dan kewajiban warga
negara menjadi dasar dan landasan dalam menciptakan sebuah
susunan masyarakat yang selaras dan seimbang. Definisi dari
hak warga negara adalah semua hal yang didapatkan dan
diperoleh oleh warga negara baik dalam bentuk kewenangan
maupun kekuasaan (Prabowo, A.B, 2024). Segala sesuatu yang
layak diterima oleh setiap orang sebagai warga negara dimana
hal tersebut diakui oleh konstitusi dan perundang-undangan
yang berlaku merupakan hak

Untuk definisi kewajiban warga negara dapat diartikan
sebagai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh
setiap warga negara guna memenuhi kewajiban terhadap
negara dan juga masyarakat (Pasla, B.N, 2024). Kewajiban
mempunyia sifat yang mengikat dan memaksa setiap warga
negara dimana artinya setiap warga negara tidak bisa
menghindar dari tanggung jawab yang sudah ditetapkan baik
oleh perundang-undangan maupun aturan-aturan yang lain.
Kewajiban menjadi syarat utama agar setiap warga negara bisa
mendapatkan hak-hak sebagai warga negara.
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BAB 5
NEGARA DAN KONSTITUSI

Oleh: Dr. H. Jamaluddin, S.H., M.Si.

A.Negara
1. Pengertian Negara

Secara literal istilah negara merupakan terjemahan dari kata
“state” (Inggris) dan “staat” (Jerman & Belanda) dan etat
(Prancis). Kata staat, state, dan etat diambil dari bahasa Latin:
status dan statum yang berarti keadaan yang tegak dan tetap
atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap (Tim
ICCE, 2003).

Di Indonesia, istilah negara diambil dari bahasa
Sansekerta, nagara atau nagari. Dalam bahasa tersebut, negara
didefinisikan sebagai wilayah atau penguasa. Istilah nagara
atau nagari pernah digunakan pada abad ke-5. Ini dibuktikan
dengan penamaan Kerajaan Tarumanegara di masa lalu. Selain
itu, istilah nagara juga pernah digunakan untuk penamaan
kitab Majapahit Negara Kertagama yang merupakan karya dari
Mpu Prapanca.

Secara terminologis, negara diartikan sebagai organisasi
tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai
cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu daerah tertentu
dengan memiliki pemerintahan berdaulat. Secara singkat dapat
dikatakan, sebagai sebuah wilayah yang di dalamnya terdapat
sekelompok orang yang menjalankan pemerintahan. Dalam
konteks ini memiliki substansi bahwa negara mengandung nilai
konstitutif dari sebuah negara yang meniscayakan adanya

79



102

Dasar-dasar Pendidikan Kewarganegaraan

DAFTAR PUSTAKA

Banjarnahor, Daulat Nathanael et al. (2021). Ilmu Negara.
Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada

Budiardjo, Miriam (2012). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta:
PT. Grasindo

Dwi, Anugrah. (2023) dalam https:// pascasarjana.umsu.
ac.id/konstitusi-pengetian-sejarah-dan-fungsinya/

Ghazali, Muchtar, Adeng. (2004). Civic Education, Pendidikan
Kewarganegaraan, Perspektif Islam. Bandung: Benang
merah press.

Hidayat, Rahmad. (2021) Pengertian Negara. https://
wawasankebangsaan.id/pengertian-negara/ Juli 17, 2021

Kaelani. (1999). Pendidikan Pancasila: Yuridis Kenegaraan.
Yogyakarta: Paradigma.

Kansil, CST. (1979). Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta:
Aksara Baru.

Kansil. CST. (2001). Ilmu Negara Umum dan Indonesia.
Jakarta: Pradnya Paramita.

Kusnardi, Moh, et al. (2000). Ilmu Negara. Jakarta: Gaya
Media Pratama.

Lubis, M. Solly. (1982). Asas-asas Hukum Tata Negara.
Bandung: Alumni.

Mahfud M.D., (2001). Dasar dan Struktur Kenegaraan,
Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Prasetyo, Dossy Iskandar dan L. Tanya, Bernard. (2005). Ilmu
Negara. Surabaya: Srikandi.



Dasar-dasar Pendidikan Kewarganegaraan

BAB 6
DEMOKRASI INDONESIA

Oleh: Arief Firdaus, S.IP, M.Si.

A. Pendahuluan

Sistem demokrasi dinilai menjadi pilihan terbaik dimana sistem
pemerintahannya ~ mampu  mengakomodasi = beragam
kepentingan dan aspirasi masyarakatnya, setiap warga
negaranya memiliki hak setara dalam kedudukannya sebagai
warga negara serta sistem pemerintahan yang dibangun dengan
melibatkan masyarakatnya. Demokrasi begitu banyak dianut
dan dijadikan sebagai sistem politik dikarenakan demokrasi
dinilai dapat menghasilkan keputusan yang memiliki tingkat
legitimasi yang lebih kuat dimana sistem ini menempatkan
keterlibatan warga negara sebagi pemilik kedaulatan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara ( A.Firdaus:2024).

Mengacu pada laporan Freedom House, negara-negara
yang menerapkan sistem demokrasi terus bertambah. Dalam
laporan tahun 2023 tersebut , dari total 7,4 milyar penduduk
dunia, 39% demokratis, 25% cukup demokratis, dan 36% tidak
demokratis. Sementara itu, berdasarkan negara, dari 195
negara di dunia, 45% demokratis, 30% cukup demokratis, dan
25% tidak demokratis. Hampir semua negara di dunia telah
menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental dalam
kehidupan bernegara. Demokrasi telah menjadi nilai moral
publik masyarakat global.

Meskipun demokrasi telah menjadi etika bernegara pada
masyarakat global era kontemporer serta memiliki nilai
universalitas dan disepakati sebagai model terbaik bagi dasar
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BAB 7
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DAN RULE OF LAW

Oleh: Dr. Diana Pujiningsih, SH, M.Hum

A.Pendahuluan

Masalah Hak Asasi Manusla (HAM) tidak terpisahkan dari
eksistensi manusia dalam kehidupan mansusia dalam
masyarakat, mengingat bahwa HAM melekat pada hakekat
manusia sejak ia dilahirkan. Artinya, secara kodrati HAM sudah
melekat pada manusia sejak lahir di dunia. Oleh kareana itu
Pengakuan HAM telah menjadi komitmen internasional
negara-negara di dunia. Indonesia sebagai bagian dari dunia
internasional telah meratifikasi sebagian besar konvensi-
konvensi HAM. Konsekuensinya adalah Indonesia harus
menegakkan dan mematuhi konvensi-konvensi tersebut.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa
Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara
melaksanakan tindakan-tindakannya harus dilandasi oleh
peraturan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum.

Negara hukum mempunyai ciri sebagai berikut (Budiardjo,
1989);

1. Pengakuan dan perlindungan HAM;

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;

3. Didasarkan pada rule of law
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BAB 8

HUBUNGAN NEGARA HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
(HAM)

Oleh : Dr. Rico Septian Noor, S.H., M.H

A. Pendahuluan

Konsep Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (disingkat
HAM) merupakan pilar mendasar (fundamen) dalam arsitektur
tata kelola pemerintahan modernsyang Demokratis. Negara
Hukum, dengan prinsip supremasic hukumnya, berfungsi
sebagai pembatas agar tidak terjadi kesewenangan dalam
kekuasaan Negara, sementara HAM menjamin perlindungan
terhadap martabat dan kebebasanfundamental setiap individu.

Sebagaimana dipahami bahwa Secara teoritis, HAM
adalah hak yang melekat di dalam martabat setiap manusia
sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau hak-hak
mendasar yang bersifat prinsipil sebagai karunia Ilahi. Dengan
demikian, HAM merupakan hak yang dipunyai manusia
berdasarkan kodratnya, yang tidak dapat terpisah dari hakikat
kemanusiaannya, sehingga sifatnya luhur dan suci. Intinya,
HAM adalah hak yang ada pada diri manusia semata-mata
karena ia adalah manusia. Selain bersifat universal, HAM juga
tidak dapat dihilangkan / dicabut. Dalam konteks ini, seburuk
atau sekejam apapun perlakuan seseorang, maka orang
tersebut tetap merupakan manusia dan karenanya tetap
memiliki HAM. Dengan kata lain, HAM selalu melekat pada
dirinya sebagai makhluk manusia. (Jatmiko, 2018).
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BAB 9
TEORI KETAHANAN NASIONAL

Oleh: Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.

A. Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional merupakan kemampuan suatu negara
untuk menghadapi berbagai ancaman yang datang baik dari
dalam maupun luar negeri, serta mempertahankan
kelangsungan hidup bangsa-dan negara. Hal ini mencakup
aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan
keamanan. Ketahanan nasional tidak-hanya berkaitan dengan
kemampuan fisik dan militer, tetapi juga dengan kekuatan
sosial dan mental bangsa; yangimenjadi faktor penting dalam
menjaga stabilitas negara.

Menurut Iriyanto Widisuseno(2013), ketahanan nasional
pada dasarnya merupakan kondisi yang mencerminkan
kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai
ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, serta rintangan.
Faktor-faktor yang memperkuat ketahanan nasional suatu
negara meliputi ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, serta
pertahanan dan keamanan. Menurut Mochamad Aris Yusuf
(2025), Ketahanan nasional adalah kondisi yang dinamis dari
sebuah bangsa yang mencerminkan ketangguhan dan daya
juang dalam menghadapi serta mengatasi berbagai tantangan,
ancaman, gangguan, dan hambatan, baik yang datang dari luar
maupun dari dalam negeri. Peristiwa-peristiwa tersebut, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dapat membahayakan
integritas, kelangsungan hidup, identitas, dan aspek-aspek
penting lainnya dari suatu bangsa.

Pernyataan ini mengacu pada konsep ketahanan nasional
yang menggambarkan kapasitas suatu negara untuk menjaga
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BAB 10
WAWASAN NUSANTARA

Oleh: Didik Suprayitno, S. TP, M.Si

A.Pengertian dan Hakikat Wawasan
Nusantara

Salah satu konsep dasar dalam memahami Indonesia sebagai
negara kepulauan. Dengan kondisi.geografis yang berbentuk
kepulauan inilah yang membuat bangsa Indonesia harus bisa
melihat seluruh wilayah . sebagai satu kesatuan untuk
mempertahankan persatuan serta.kedaulatan bangsa. Sebagai
konsep dasar geopolitik, wawasan nusantara mempunyai arti
serta makna yang cukup dalam bagi bangsa Indonesia. Secara
etimologis arti wawasan adalah penglihatan, pandangan atau
konsep sedangkan arti nusantara secara umum adalah
kepulauan Indonesia. Sehingga jika diartikan secara harfiah
Wawasan Nusantara bisa diartikan konsep kepulauan atau cara
pandang terhadap kepulauan Indonesia (Fai’zia, K, 2018).

Berdasarkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara)
tahun 1998 wawasan nusantara diartikan sebagai cara
pandangdan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan
kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk
mencapai tujuan nasional (Ningsih, W.L, 2022). Berdasarkan
definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa wawasan nusantara
bukan hanya bagaimana cara pandang wilayah Indonesia
namun mencakup juga bagaimana sikap dan perilaku kita
sebagai warga negara dalam memperlakukan diri dan
lingkungan.
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BAB 11

PENTINGNYA INTEGRASI
MASYARAKAT DI INDONESIA:
MENJAGA KEUTUHAN DALAM
KEBERAGAMAN

Oleh: Ikmal Mumtahaen, SH., MH.

A. Pendahuluan

Konsep integrasi sosial merujuk pada proses penyatuan
berbagai kelompok masyarakat ke dalam struktur sosial yang
stabil dan harmonis. Di negara seperti Indonesia, yang memiliki
keberagaman yang tinggi, integrasi tidak hanya menjadi ideal
sosial, tetapi juga syarat mutlak-bagi keberlangsungan hidup
berbangsa dan bernegara (Koentjaraningrat, 2002). Pancasila
dan Bhinneka Tunggal Tka sebagai landasan ideologis negara
telah menggariskan pentingnya persatuan di tengah
keragaman. Namun, dalam praktiknya, integrasi sering
terganggu oleh dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang
belum merata, sehingga menimbulkan kesenjangan dan konflik
yang dapat mengancam keutuhan bangsa (Soekanto, 2006).
Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari segi etnis,
agama, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini merupakan
kekuatan sekaligus tantangan dalam membangun kehidupan
sosial yang harmonis. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah
mengalami konflik horizontal yang bersumber dari perbedaan
identitas sosial, seperti konflik Maluku, Poso, dan Papua . Oleh
sebab itu, pentingnya integrasi sosial menjadi kunci utama
dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara.
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BAB 12
GEOSTRATEGI POLITIK
INDONESIA

Oleh : Dr. Achdijat Sulaeman, S.IP., M.Si.

A. Pendahuluan

Geostrategi politik sangat penting bagi suatu negara karena
dapat membantu negara tersebut ‘dalam mencapai tujuan-
tujuan nasionalnya, baik/dalam- bidang politik, ekonomi,
maupun keamanan. Berikut adalah beberapa pentingnya
geostrategi politik bagi suatu negara: Geostrategi politik dapat
membantu suatu negara meningkatkan kekuatan dan
pengaruhnya di kancah ‘internasional. /Dengan memahami
posisi geografis dan sumber daya alamnya, suatu negara dapat
mengembangkan strategi untuk meningkatkan kekuatan
ekonomi, militer, dan politiknya. Geostrategi politik juga dapat
membantu suatu negara meningkatkan keamanan nasionalnya.
Dengan memahami ancaman-ancaman yang dapat datang dari
luar negeri, suatu negara dapat mengembangkan strategi untuk
menghadapi ancaman-ancaman tersebut dan melindungi
kepentingan nasionalnya. Geostrategi politik dapat membantu
suatu negara meningkatkan kerjasama internasionalnya.
Dengan memahami posisi geografis dan sumber daya alamnya,
suatu negara dapat mengembangkan strategi untuk
meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dan
meningkatkan perannya di kancah internasional. Geostrategi
politik juga dapat membantu suatu negara meningkatkan
pembangunan ekonominya. Dengan memahami sumber daya
alam dan posisi geografisnya, suatu negara dapat
mengembangkan strategi untuk meningkatkan pembangunan
ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
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BAB 13
GEOSTRATEGI INDONESIA

Oleh: Heri, S.IP., M.AP.

A. Konsep Dasar Geostrategi

Geopolitik dan geostrategi merupakan sebuah bidang kajian
sekaligus penelitian terus menerus yang implementasinya
sangat vital dibutuhkan oleh negara guna mencapai segala
bentuk kepentingannya _deéngan “memanfaatkan aspek
keruangan geografis. Karena setiap negara pasti memiliki unsur
wilayah geografis, maka/dapat dilihat bahwa implementasi
serta aplikasi dari geopolitik™ dan geostrategi kemudian
memiliki nilai strategis tersendiri bagi keberlangsungan hidup
sebuah negara-bangsa. Oleh karena itu, berbagai teori dan
perspektif yang ada di dalam kajian.geopolitik dan geostrategi
senantiasa dikombinasikan dengan berbagai kebijakan yang
disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh
negara tersebut. Sehingga, implementasi geopolitik dan
geostrategi tersebut akan menentukan arah pencapaian tujuan
dan kepentingan dari aktor-aktor internasional khususnya
aktor negara dalam sistem internasional yang bersifat anarki.

Istilah geostrategi di ambil dari kata geografi dan strategi.
Hal ini mengacu pada nasionalisme, sebuah kawasan tinggal
suatu negara. Geostrategi juga diartikan bahwa menggunakan
sumber daya sebagai ilmu dan seni negara menerapkan
kebijakan tertentu saat sedang perang dan ketenangan.
Menurut pemahaman tersebut, geostrategi merupakan sarana
untuk mengambil keuntungan dari kondisi geografis dalam
menentukan tujuan negara Indonesia, dalam bentuk kebijakan
yang menghasilkan manifesto nasional bangsa Indonesia
dengan cita-cita dan tujuannya. Geostrategi juga merupakan
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